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BAB III 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang kemudian dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

dan selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memadai, oleh 

karena itu mengenai perjanjian waralaba masih tunduk kepada Buku III 

KUH Perdata khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak 

serta syarat-syarat sahnya perjanjian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih kurang 

dan belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

penerima waralaba karena perlindungan yang diberikan hanya bersifat 

preventif atau pencegahan. Perlindungan hukum kepada penerima 

waralaba dalam hal terjadi pemutusan perjanjian oleh pihak pemberi 
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waralaba hanya didadarkan kepada ada tidaknya perlindungan hukum 

dalam perjanjian waralaba yang telah mereka buat. Apabila dalam 

perjanjian waralaba tersebut tidak dicantumkan klausula tentang 

perlindungan hukum bagi para pihak, maka pada dasarnya penerima 

waralaba belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. 

 

B. Saran 

1. Sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas 

tentang peluang usaha waralaba, hendaknya pemerintah bersama-sama 

pewaralaba selalu berupaya menyampaikan informasi secara lengkap 

tentang peluang usaha waralaba agar supaya masyarakat dapat 

memutuskan untuk melakukan investasi di bidang waralaba dengan tepat 

dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang legalitas dari bisnis 

waralaba tersebut. 

2. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing 

pihak, hendaknya diterbitkan Undang-Undang tentang Waralaba sehingga 

akan diperoleh kepastian hukum bagi para investor maupun pewaralaba 

dalam melaksanakan bisnis waralaba. 
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